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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBONGKARAN INSTALASI
LEPAS PANTAI MINYAK DAN GASBUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, terlaksananya
pengelolaan lingkungan hidup, menjaga kondis instalasi
lepas pantai sebagai barang milik negara dan menjaga
keselamatan pelayaran serta sesuai dengan ketentuan Pasal
21 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang
Pengawasan Pelaksanaan Eksploras dan Eksploitasi
Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral tentang Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi
Lepas Pantai Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang

Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitas
Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1974
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3031);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435) sebagaimanatelah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5047);

. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21

Oktober 2009;

. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 05/P/M/

PERTAM/1977 tanggal 22 Oktober 1977 tentang
Kewagjiban Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi
Untuk Platform Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas
Pantai;

. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisas dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesa Tahun 2010 Nomor 552);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBONGKARAN INSTALASI LEPAS PANTAI
MINYAK DAN GASBUMI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak dan Gas Bumi, Eksploras, Eksploitas, Wilayah Kerja, Menteri,
Badan Pelaksana, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Instalas lepas pantai adalah instalas minyak dan gas bumi yang didirikan
di lepas pantai untuk melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

3. Pembongkaran adalah pekerjaan pemotongan sebagian atau keseluruhan

ingalas dan pemindahan/pengangkutan hasil pembongkaran ke lokas
yang telah ditentukan.

4. Lepas pantai adalah daerah yang meliputi perairan Indonesia dan landas
kontinen Indonesia.

5. Garis lumpur (mudline) adalah garis batas permukaan tanah yang dapat
berubah akibat pergerakan arus laut.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung
jawabnya meliputi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

7. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan
untuk melaksanakan eksploras dan eksploitas pada suatu wilayah kerja
berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 2

Pembongkaran instalas lepas pantai dilakukan dalam hal instalas lepas pantai
sudah tidak dipergunakan lagi atau akan digunakan kembali untuk kegiatan
eksploras dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi padatempat lain.

Pasal 3

Pengaturan pedoman teknis pembongkaran instalas lepas pantai bertujuan
untuk :
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a.  menjamin keselamatan minyak dan gas bumi;
menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup;
menjaga kondis instalasi lepas pantal sebagai barang milik negara;
menjaga keselamatan pelayaran; dan
optimalisasi penggunaan barang milik negara.
Pasal 4

Pembongkaran instalas lepas pantai wajib dilaksanakan dengan menggunakan
teknologi yang sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar regional
atau standar internasional dan kaidah keteknikan yang baik serta memenuhi
aspek keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan.

Pasal 5

Pelaksanaan pembongkaran instalas lepas pantai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dilakukan oleh Kontraktor sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

® 20 o

BAB |1
PERENCANAAN PEMBONGKARAN
Pasal 6

(1) Pembongkaran instalasi lepas pantai dilaksanakan oleh Kontraktor setelah
mendapatkan persetujuan pembongkaran instalas lepas pantai  dari
Direktur Jenderal.

(2 Untuk mendapatkan persetujuan pembongkaran instalasi lepas pantai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor mengajukan permohonan
kepada Direktur Jendera melalui Badan Pelaksana dengan melengkapi
dokumen perencanaan pembongkaran instalasi |epas pantai.

(3 Dokumen perencanaan pembongkaran ingtalasi lepas pantai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. daftar peralatan pada instalas lepas panta yang akan dilakukan
pembongkaran;

b. petaterbaru lokas ingtalas lepas pantai dengan kegiatan lain;
c. dokumen lingkungan yang dimiliki;

d. surat pernyataan bahwa semua fasilitas yang terhubung dengan platform
telah terputus dengan instalasi yang terkait;
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